
NOMOR: 25 

Kl '#) 
BERITA DAERAH 

KABUPATEN NIAS 

S E RI :  E  

PERATURAN BUPATI NIAS 

NOMOR 22 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERI'TRAHAN ATAS PFRAT!TRAN BIPATI MIAS NOMOR 4 

TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 

PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAIMAT TUIHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NIAS, 

Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan 
Pemerintah Kabnpaten Nias Tahnn 

Anggaran 2 0 1 5  telah diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias 
Nomor 4 Tahun 2015  tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkngan Pemerintah Kabupaten Nias 
Tahun Anggaran 2015 ;  

b. bahwe Keputusan Bupati Nias Nomcr 

061/441  /  K/ 2014 ten tang Penetapan 
Wilayah Terpenci1 di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Vias teiah dicabut 
den dinyatakan tidak berlaku lagi; 



Mengingat 

c. bahwa besaran tambahan Penghasiian 
Pegawai Negeri Sipil dan CPNS yang 
bertugas di Wilayah Terpencil tercantum 
pada Romawi IX Lampiran I Keputusan 
Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2 0 1 5  
dipandang perlu dirubah, dengan 
mempedomani kemampuan keuangan 
daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b dan huruf c di atas, perlu 
dilakukan perubahan Peraturan Bupati 
Nias Nomor 4 Tahun 2015  tentang 
Tambahan Penghasilan bagi PNS dan 
CPNS di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 ;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan 

huruf b, huruf c dan huruf d di atas, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Nias tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupat: Mias Neror 4 Tahnn 2015 tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan 
CPNS di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 ;  

1 .  Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingk..de. Dz=r5 Propinsi Sumatera 
Utara (emberan Ii&gel: P=»blik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, 
Tar~al [ e a r n  ivegare Republik 

Indonesia Nomor 10921 .  
'  



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041, sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
i.an iepiisrme tierbaran Ilegsara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
ten tang Perbendaharaan Negara 
[Lei±.3 Year Repubiik Indonesia 
Tehan 2004 Nomor ', T-ha.hen 
:embaran Negara Republik Indonesia 
& z :  4?55\; 



6. Undang-Undang Norr 15  Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolan dan 

Tanggungiawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

8 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  
tent2no 
-  _,_ - ----·� V 

Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
52341; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Do+pin+ohorny 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587),  sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran h!egara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679; 
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10. Peraturan Pererintah 

Tahun 2005 tentang 
Nomor 58 

Pegelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 
4578\ ;  

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7y 

Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengewasan 
Fenyelenggaraan Pemerintahan 
Da&rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,  
Tambahan Lembaran Negara 
Bo»»Fi1 1 r d 5  Mc-. E e ? ­  -  ....  .r--  ...  � • -- .-. .l- -- - - - - -- .._  __ �_,._. .... . _ ,..  .....,_  . ..... ... .... .  , :  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian 
irurn Pmerinahen 
Pemerintah, Pemerintahan 
Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/ Kota (Lembaran 

antara 

Daerah 

Daerah 
Negara 

RepuhAi! Indonesia Thur 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 

4737) ;  

Peraturan Pemerintah Nomor 4 1  

Tahun 200?7 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lrembaran 
Negara Republik Indonesia !omor 
474 ; 
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14.  Peraturan Pemenintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disipiin Pegawai 
Negeri Sipi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5 1 3 5 :  

+  

15. Feraturan 

Nomor 1 3  
Pedoman 

Menteri 
Tahun 

Dalam Negeri 
2006 ten tang 

Keuangan Pengelolaan 
Daerah, seagaimana telah 

beberapa kali terckhir 
Peraturan Menteri Dalam 
Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
Perhahan Kedna at3$ 

Menteri Dalam Negeri 
Tahun 2006 tentang 

ibah 

dengen 
Negeri 

tentang 
Peramuran 

Nomor 13 
Pedoman 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Nias {Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 
Seri D ) ;  

17.  Peraturan 
Nomor 7 

Daerah 
Tahun 

Kabupaten Nias 
2008 tentang 

O"'v·'"'·'"'1''-'a�i -1 . .,,n '1':::,·l·-.-, I,r,eIJ',::, )\�·1-,a<C' 
's@kine .a <iii. i <is '  IC. 'l i· A i  '  

Dinas Daerah Kabupaten Nias 
[ L e r c •  D z±r=h a b a t e r  Fias 
Ta.hn 2008 Nomor ? Sen1 £ j ,  
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18.  Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja ierbaga 
Teknis Daerah Kabupaten Nias 
[Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2008 Nomor 8 Semi DJ; 

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
dan Kelurahan Kabupaten Nias 

(embaran Daeran Kabupaten Nias 
Tahun 2008 Noror 9 Seri D); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
organisasi 
Pelayanan 
Kabupaten 

dan Tata crja Baas 

Perizinan Terpadu 
Nias iLembaran Daerah 

4 

fiae Tahu €C I{mo: 

- 

10 Seri D) ;  

2 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  ten tang 
Organisasi dan Tata Kerja Daan 

Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah 
Nomor 2 Seri D); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 13 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Rencana Pembangunan Jangka 
ienengah Daerah {RPJMD) 
Kahn.paten Mias Tahun 2 0 1 1 - 2 0 1 6  
(Lemhara gt epaten Nia 

Nomor 13 Seri E); 



23. Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 
2012  tentang Pembentukan 
Kecsratan Sgae'adu (Lemberan 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012  
Nomor 3 Seri E); 

24. Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 

Kabupaten Nias 
2014  tentang 

Ketentuan Wilayah Terpencii di 

Kabupaten Nias (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2 0 1 4  Nomor 4 
Seri E}; 

25. Peraturan Dacrah Kabupaten Nies 
N omor 5 Tahun 2014 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Anggaran 2015  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 
5); 

26. Peraturan Bupat Nias Nomor 22 
Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Organisasi Badan Pengelolaan 
Ke1angan dan Aset Derrah 

Kabupaten Nias; 

27. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 
Tahun 2014 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015 ,  sebagaimana telah 

kg =szgoa ;aii ter.lrhir dengg 
+Aiu. ' · C '  ±cl.. .%±C4..I14 2++.. 

Peraturan Bupati Nias Nomor 12 
Tahun 2C15  tentang Perubahan 
etiga ates Peraturan Eupati Nia 

Noor 28 Tahun 2 0 1 4  tentang 

Penjabaran Pnggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah Kabupaten Nias 
Tahun Anggaran 2 0 1 5 ;  
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28. Peraturan Bupati Nias Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Tambahan 
Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Nias: 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

- 

BUPATI NIAS NOMOR TAHUN 

2015 TENTANG TAMBAHAN 

PENGHASILAN BAGI PNS DAN CPNS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KAB~PATEN NIA$ TAHUN 

ANGGARAN 2015. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 huruf g 
Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 ten tang 
famoanan Penghaslan Bag PNS dan CPNS di Lmngkungan 
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 {Berita 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015  Nomor 4 Seri E), 
diubah sebagai berikut: 

Pasal 2 

Tujuan pemberian tambaha:n penghasilan adalah untuk 
meningkatkan semangat kerja, motivesi kerja, kinerja dan 
esejahteraan FNS dan CPNS {khusus CPNS yang bertugas 

pada wilayah terpencil dengan mempcdomani Keputusan 
Bupati Vias Nomor 061/365/K/2015) di Lingkungan 
Pemerintan Kabupaten Nias. 

9 



Pasal 3 

(3) Tambahan Penghasilan Wilayah Terpencil diberikan 
pada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas di 
Daerah terpencil pada wilayah Kabupaten Nias sesuai 
Keputusan Bupati Nias Nomor 061/365/K2015  
tentang Penetapan Wilayah Terpencil dan Unit iKerja 
Wilayah Terpencil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nias. 

Pasa! 6 

g. Memangku jabatan seagai guru, pengawas mata 

pelajaran, pengawas TK, SD, dan penilik luar sekolah 
yang telah memperoleh tunjangan profesi atau 
t:::::n_h��-:-n ''""Pnc,-l--::-,<-ilor> j�--::;-no- h.:c-r-ci11mbpr �?ri el DBD 

C. A 4 ukk. t wo 4 A un  A  «kt ii # i + '  

Provinsi/APBN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Nias, kecuali yang bertugas pada wilayah terpencil 
denszr merpezdcmsni ierutusar. 3pat 7iia3 !mr 

061/365/K/2015 tentang Penetapan Wilayan Terpencii 
dan Unit Kerja Wilayah Terpencil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nias. 

Pasal II 

Merubah Romawi IX Lampiran Peraturan Bupati Nias 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi 
PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias 
Tahun Anggaran 2015 ,  sebagaimana tercantum dalam 
iarnpiran Feraturan Bupati lNias ini. 
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Fasa Ill 

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tangga' 
diundangkan. 

« 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati Nias ini, dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 

Ditetapkan di Cunungsitoli Selatan 
pada tanggal 4 September 2015 

BUPATI NIAS, 

ttd 

SOKHIATULO LAOLI 

Diundangkan di Cunungsitoli Selatan 
pada tanggal 4 September 2015 

SERETARiS DAERAH :=:{FATEN NiAS, 

ll 



SAMPIEAN PERATURAN BUPATI NIAS 

NOMo 22 T3HUN 215 

TAN0GA : 4 SEPTEMBER 2015 

TENTANG PERUBAHAN A!AS PERATURAN 

BUPATI NIAS NOMOR 4 TAHUN 

2015 ENTAANG TAMRAHAN 

PENGHASILAN BAGI PNS DAN 

CPNS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS 

TAHUN ANGGARAN 2015 

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS 

IX. KHUSUS PNS DAN CPNS WILAYAH TERPENCIL 

Ci~iGA. LAI FE ELA;N 

iRp! 

1 2 

1 Golongan IV 500.000.­ 

2 €along3r 'IT 50 n0 .. 

3 Golongan II 500.000.­ 

4 Cclregan I 500.000­ 

BUPATI NIAS, 

ttd 

SOKHIATULO LAOLI 
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